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ABSTRAK 
Tanggung Gugat Notaris Terhadap Pemberian Gaji  Karyawan Dibawah 
Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terlepas dari peranan 
karyawan yang dipekerjakan untuk membantu operasional kantornya. Dalam 
konstruksi hubungan antara Notaris sebagai Pejabat Umum dengan karyawan 
yang dipekerjakannya sampai saat ini masih terjadi kekaburan norma sehingga 
belum jelas apakah dalam hubungan tersebut tunduk pada Undang-Undang 
Ketenagakerjaan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan upah kepada 
karyawannya sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota. 
Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang Apakah Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan upah kepada karyawan di 
kantor Notaris dan Apakah tanggung jawab Notaris jika menerima gaji di bawah 
upah minimum kabupaten / kota. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya bertindak selaku pelaku pelaku hukum publik (public actor) dan 
selaku pelaku hukum keperdataan (civil actor). Dalam perannya selaku pelaku 
hukum perdata Notaris bertindak sebagaimana subyek hukum pada umumnya 
pada saat melakukan perbuatan keperdataan. Hal ini termasuk pula dalam 
hubungan antara Notaris dan karyawan Notaris yang didasarkan pada perjanjian 
kerja. Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mewajibkan untuk memberikan upah 
bagi karyawan sesuai dengan ketentuan upah minimum. Hal tersebut menjadi 
syarat obyektif dari perjanjian kerja yang dibuat antara Notaris dengan 
karyawannya dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian kerja tersebut 
batal demi hukum. Notaris yang memberikan upah karyawannya dibawah 
ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU 
Ketenagakerjaan. 
 
Kata Kunci : Notaris, Karyawan Notaris, Upah 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Accountability of Notary Public toward Salary Appropriation under Minimum 
Wage Provision  
Notary public in conducting and managing their duties is commonly helped 
by employee. This condition is ill defined since whether notary public as official 
public is objected to the Indonesian Labor Act therefore notary public oblige to 
deliver employee income based on minimum wage provision. 
 The present study aims to elaborate further about Does Act Number 13 
of 2003 concerning Labor provide wages to employees in the Notary's office. And 
is the Notary's responsibility if he receives a salary below the district / city 
minimum wage. 
The method used in the present study is a normative legal research, namely 
legal research which is conducted by examining the library materials or 
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 
namely the law and conceptual approaches.  
The present study concludes that notary public in conducting their duties is 
act as public actor coupled with civil actor. Notary public acts as civil actor in 
conducting their duties, they also act as legal subject of civil law. This issue is 
included as well within the relation of notary public and its employee based on 
employment contract. General provision concerning minimum wage obliges 
employer to provide minimum wage based on enacted regulation. Notary public 
can be sued when they distribute employee wage under the minimum wage 
provision based on Indonesian Labor Act. 
 
Keywords: Notary Public, Employee, Wage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINGKASAN 
 
TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN UPAH 
KARYAWAN DIBAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 
 
Tesis ini menganalisis mengenai tanggung gugat Notaris terhadap 
pemberian upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota. 
Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai tanggung 
jawab Notaris dalam memberikan upah karyawannya dibawah upah minimum 
kabupaten/kota. 
Bab II, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 
yang pertama apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberika perlindungan upah terhadap karyawan di kantor 
Notaris, Dalam perannya selaku pelaku hukum perdata Notaris bertindak 
sebagaimana subyek hukum pada umumnya pada saat melakukan perbuatan 
keperdataan. Hal ini termasuk pula dalam hubungan antara Notaris dan karyawan 
Notaris yang didasarkan pada perjanjian kerja. Ketentuan dalam UU 
Ketenagakerjaan mewajibkan untuk memberikan upah bagi karyawan sesuai 
dengan ketentuan upah minimum. Hal tersebut menjadi syarat obyektif dari 
perjanjian kerja yang dibuat antara Notaris dengan karyawannya dan apabila tidak 
terpenuhi akan berakibat perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. 
Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 
kedua Apakah tanggung gugat Notaris jika memberikan gaji karyawan dibawah 
upah minimum kabupaten/kota. Notaris bertanggung gugat memberikan upah 
karyawannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris yang 
memberikan upah karyawannya dibawah  upah minimum dapat dikenakan sanksi 
pidana berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. pelanggaran terhadap 
ketentuan pemberian upah minimum juga melahirkan adanya sanksi pidana yang 
diatur di dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Pemberian upah dibawah 
ketentuan upah minimum disebutkan dalam Pasal tersebut merupakan suatu 
bentuk tindak pidana kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling 
sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
Bab IV, merupakan bab penutup yaitu tetang kesimpulan dan saran 
penulis. Penulis meyimpulkan bahwa Notaris bertanggung gugat memberikan 
upah karyawannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris 
diharuskan memberikan upah kepada karyawan Notaris sesuai dengan ketentuan 
dalam UU Ketenagakerjaan agar terhindar dari sanksi pidana karena memberikan 
upah dibawah ketentuan upah minimum, jika kondisi kantor Notaris tersebut 
sudah banyak klien yang datang.  
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KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penulisan tesis ini, maka 
Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan Notaris 
bertanggung jawab  untuk memberikan upah bagi karyawan  sesuai dengan 
ketentuan upah minimum. Upah merupakan suatu hak yang harus 
diberikan oleh pengusaha kepada  buruh atas kewajiban yang dilakukan 
sesuai dengan upah minimum regional seperti yang telah ditentukan dan 
pengusaha tidak boleh memberi upah lebih rendah dari ketentuan tersebut. 
Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya bertindak selaku pelaku 
hukum publik (public actor) dan selaku pelaku hukum keperdataan (civil 
actor). Dalam perannya selaku pelaku hukum perdata Notaris bertindak 
sebagaimana subyek hukum pada umumnya pada saat melakukan 
perbuatan, hal ini termasuk pula dalam hubungan antara Notaris dan 
karyawan Notaris yang didasarkan pada perjanjian kerja.  
2. Ketentuan pemberian upah minimum sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan, hal tersebut menjadi syarat obyektif dari perjanjian kerja yang 
dibuat antara Notaris dengan karyawannya dan apabila tidak terpenuhi 
akan berakibat perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Notaris yang 
memberikan upah karyawannya dibawah  upah minimum dapat dikenakan 
sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
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